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TENTANG

TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH TAHUN 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka Tugas dan Fungsi Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah, maka perlu dibentuk TIM Penyusunan Standar
Operating Procedure (SOP);

bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas maka perlu
ditetapkan Pejabat/PNS yang memiliki kemampuan dan
kecakapan untuk menyusun Standar Operating Procedure
(SOP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah ;

bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana tersebut diatas
sesuai poin a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang
Standar Operating Procedure (SOP) Biro Pengadaan Barang
dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat [ Kalimantan
Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra

Tingkat I Kalimantan Barat, Kaliantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1622);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010, Tentang Grand Design Reformasi Birckrasi 2010 -
2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi 3irokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2011, Pedoman

Penataan Tatalaksana (Business Process).

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan
Barang/Jasa pemerintah;

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018, Tentang Unit kerja
Pengadaan Barang/Jasa;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimatan Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimatan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2020, tentang Xedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Standar Operating Procedure (SOP) Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Tim Standar Operating Procedure (SOP) Biro pengadaan Barang
dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim Standar Operating Procedure (SOP) Biro pengadaan Barang
dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris
Daerah.



LAMPIRAN

=9

0.  JABATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH.
NOMOR : %0.0S/%4 /T 2 /f07]
TANGGAL : 25 NOPEMBER 2020.

TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROCEDURE
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

| PIt. Kepala Biro Pengadaan |
i barang dan Jasa

- Kepala Bagian Pengelolaan |
| LPSE ‘*
{ Kepala Sub Bagian

| Pengelolaan Informasi |

i Pengadaan Barang dan jasa

| Kepala Sub Bagian
Pengelolaan Sistem
| Pengadaan Secara Elektronik
Kepala Sub Bagian
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dan/ atau Bimbingan Teknis
PBJ

TUGAS DALAM

‘ Kepala Sub Bagian
Pembinaan Kelembagaan

| PBJ

“ Kepala Sub Bagian

| Pembinaan SDM PBJ

| Kepala Sub Bagian |
Pelaksanaan Pengadaan

' Barang dan Jasa ‘

| Kepala Sub Bagian |

| Pengembangan Sistem |

| Informasi ‘

‘ Kepala Sub Bagian |
| Pengelolaan Strategi PBJ

} Kepala Sub Bagian

Pemantauan dan Evaluasi

| Pengadaan Barang dan Jasa

URAIAN TUGAS i
_TIM | |
| \
Penanggung | Tugas ,‘
Jawab - Penanggungjawab |
Ketua s memberi masukan dan |
| arahan dalam |
Sekretaris | penyusunan SOP. |
| Tugas Ketua memimpin
Anggota prnyusunan SOP, |
Tugas Sekretaris ,}
Anggota melakukan proses
administrasi serta
pencatatan pelaksanaan |
Penyusunan SOP.
Anggota . |
' Tugas Anggota ‘
| Menyusun, 1
Anggota | mengkompilasi, |
mengetik, mengcopy J
Anggota bahan-bahan literatur, |
‘ dan mencetak bahan J
untuk penyusunan
Anggota ‘ SOP.
Anggota I

| |

Anggota “ ‘f
|

|

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 7-2 Nopember 2020

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

o /:
A!‘IRIZHB ‘FITRI, S.Hut.,M.P.
Pem‘bma 'Utama Madyva

NIP. 196912121996031003



KEEMPAT

Keputusan Sekretariat Dasrah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 W pyemker 2030

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERA

AAHRIZAL FITRI, S.Hut.,M.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 196912121996031003



SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
Jalan RTA. Milono No.01 Palangka Raya 73000, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 3221287.

0618 sa6 /@ 2/PQ)

Nomor SOP Shkret
16 Nopember 2020

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

- Sekretaris Daerah
AHRIZAL FITRI, S.Hut., M.P
Pembina Utama Madva
NIP.196912121996031003

Judul SOP : SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaean Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedomnan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

7 Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

1. PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan pengadaan, sampai
dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang.
2. PPK:
a.  Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pengadaan, pelaksanaan kontrak sampai
dengan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barang
b.  Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/lasa Pemerintah
3. Pokja Pemilihan:
a.  Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan
pemilihan penyedia sampai dengan laporan hasil pemilihan penyedia
b.  Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Perencanaan Pengadaan

SOP Persiapan Pengadaan

SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
. SOP Pemilihan Penyetia Pasca/
Tender

6.  SOP Pelaksanaan Kontrak

unaswNR

1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan Internet
3. Panduan Pengguna SPSE

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
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